
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KO MERING ULU TIMUR 

NOMOR U TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020,  perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020;  

:  1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang leuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2003 Nomor 4 7 ,  
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 4286) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
1 5 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 
4347) ;  

3 .  Undang-U.dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4355) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 66 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;  

5 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  25 Ta h un  2004 t e n t a n g  S i s t e m  
Peren canaan Pembangunan Nas iona l  (Lembaran Negara Republik 
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7 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ;  

8 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 
244 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Repub l i . .  
Indones ia  Nomor 5679) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabil i tas S istem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2 0 1 9  (COVID-19) dan/atau Da larn Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasiona l  dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1 3 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 6 5 1 6 ) ;  

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 4 6 1 4 ) ;  

11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 2 3 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ;  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 6  tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 
1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 
5887) sebagaimana telah d iubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9  ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemer intah Nornor 1 8  Tahun 2 0 1 6  tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Repub l ik Indones ia  Tahun 2 0 1 9  Nomor 
1 8 7 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indones ia Nomor 
6402) ;  

1 3 .  Perat.ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 8  tentang Standar 
Pelayanan M inima l  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 8  Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 1 7 8 ) ;  



1 5 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan R inc ian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 155 ) ;  

1 6 .  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran , Serta Pengadaan Barang dan Jasa 
Dalam Ragka Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 
2 0 1 9 ;  

1  7 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penge lo laan Keuangan Daerah (Berita Negara Repub l ik 
Indones ia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  

1 8 .  Peraturan Menter i  Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 9  ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Ber ita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 9  Nomor 655) ;  

1 9 .  Peraturan Menteri  Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang 
Percepatan Penanganan Corona V irus Disease 2 0 1 9  Di  
Lingkungan Pemer intah Daerah (Ber ita Negara Repub l ik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;  

20 .  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 19 /PMK.07 /2020  tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi H asi l ,  Dana Alokasi 
Umum ,  dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2 0 1 9  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250 ) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandem i Corona Virus Disease 

2 0 1 9  (COVID- 19 )  dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) ;  

22 .  Peraturan Menteri Keuanan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 678 ) ;  

23 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK . 07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 
2020 (Berita Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782 ) ;  



Menetapkan 
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25 .  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang 
Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan 
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun 
Anggaran 2020;  

26.  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 
Tahun 2 0 1 6  tentang P, :nbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2 0 1 6  Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 7  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2 0 1 6  ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2 0 1 7  Nomor l ) ;  

27 .  Peraturan Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 
Tahun 2 0 1 9  ten tang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering U lu Timur Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu Timur Tahun 
2 0 1 9  Nomor 5 ) ;  

28 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Jl Timur Tahun Anggaran 2 0 1 9  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 3 ) ;  

29 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2020 Nomor 4 ) .  

M E M U T U S KA N :  

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PI NDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN K O M E. I N G  ULU TIMUF 
TAHUN ANGGARAN 2020 .  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :  
1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2 .  Pemerintah Kabupaten adalah Pemer intah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .  

3 .  Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4 .  Sekretaris Daero . .- - "  
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5 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daera h.  

6 .  Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih .  

7 .  Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang ni lai kekayaan bersih.  

8 .  Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur . 

9 .  Pengeluaran adalah uang yang ke luar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur .  

1 0 .  Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur . 

1 1 .  Defisit  Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur de gan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur . 

1 2 .  Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu d ibayar kembali dan 
atau penge luaran yang akan d i terima kembali o leh Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering U lu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya .  

1 3 .  SILPA adalah Selis ih lebih rea l isas i  penerimaan dan penge luaran anggaran selama 
satu periode anggaran. 

BAB II 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KAUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :  

1 .  Pendapatan 
a. Semula 
b .  Bertambah/ (Berkurang) 
c .  Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

2 .  Belanja 
a .  Semu la 
b .  Bertambah/ (Berkurang) 
c .  Jumlah Belanja setelah perubahan 

Surplus/ (Defisit )SetelahPeru bah an 

Rp. 
RD. 

Rp .  

Rp .  
R D .  

R. 

Rp.  

1.887 . 1 7 0 . 2 7 9 .  9 7 1 , 0 0  
1 1 . 1 3 0. 9 2 1 . 5 1 1 . 0 0  

1 . 8 9 8 . 3 0 1 . 2 0 1 .4 8 2 , 0 0  

1 . 8 3 5 . 8 7 0 . 7 7 9 . 9 7 1 , 0 0  
5 0 . 1 0 7 . 6 4 1 . 5 5 6 . 0 0  

1 . 8 8 5 . 9 7 8 . 4 2 1 . 5 2 7 , 0 0  

1 2 . 3 2 2 . 7 7 9 . 9 5 5 , 0 0  
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4 .  Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan R p .  

b. Pengeluaran 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah peru bah an 

Pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

R p .  

5 1 . 5 4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

(  1 9  .849 .  999 .  999 ,06) 
3 1 . 6 9 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 9 4  

( 1 2 . 3 2 2 . 7 7 9 . 9 5 5 , 0 0 )  

0 ,00  

Pasal 3 

1 .  Pendapatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( I )  terdiri d a r i :  
a .  Pendapatan Asli Daerah 

- Semula Rp .  1 0 7 . 8 6 6 . 6 7 8 . 7 0 0 , 0 0  
-  Bertambah/(Berkurang) Rp. (l1.890.394.482 
-  Jumlah Pendapatan Asli Daerah RD .  9 5 . 9 7 6 . 2 8 4 . 2 1 8 , 0 0  

setelah perubahan 

b. Dana Perimbangan 
- Semula R p .  1 . 2 8 8 . 3 9 4 . 2 3 1  .033 ,00 
-  Bertambah/(Berkurang) RD. 1140.609.747.28 

-  Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahanRp. 1 . 1 4 7 . 7 8 4 . 4 8 3 . 7 5 1 , 0 0  

c .  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang ) 
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah 

Yang sah setelah peru bah an 

Rp .  
Rp.  
Rp. 

490 .  909 . 3 7 0 . 2 3 8 , 0 0  
1 6 3 . 6 3 1 . 0 6 3 . 2 7 5 , 0 0  
6 5 4 . 5 4 0 . 4 3 3 . 5 1 3 , 0 0  

2 .  Belanja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 0) terdiri d a ri :  
a. Belanja Tidak Langsung 

- Semula Rp .  l. 1 1 3 . 6 1 2 . 8 2 9 . 7 9 4 , 0 0  
-  Bertambah/(Berkurang) Rn (i7.663.190.099 
- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp .  1 . 0 9 5 . 9 4 9 . 6 3 9 . 6 9 5 , 0 0  

setelah peru bahan 

b. Be lanja Langsung 
- semula Rp .  7 2 2 . 2 5 7 . 9 5 0 . 1 7 7 , 0 0  
-  Bertambah/(Berkurangl RD. 67770.831.655.0 

-  Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp .  7 9 0 . 0 2 8 . 7 8 1  .832 ,00  

Pasal 4 

4 1. 1 9 7  .300 .000 ,00  
( 7 . 1 4 4 .4 3 4 .4 8 2 . 0 0 )  

I ,  

Rp. 

RD 

1. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  pada huruf (a) 
terdiri dari : 
a. Hasil pajak daerah 

- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Pendapatan paiak daerah 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
- Semula Rp .  2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
-  Bertambah/(Berkurang) D. O,0O 
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp .  2 .500 .000 .000 ,00  

yang dipisahkan setelah perubahan 

d .  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
- Semula 

Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah 

Yang sah setelah peru Lah an 

Rp. 

Rp.  
Rp. 

4 6 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(3 .5i4 .000 .000 ,0]  
43 .256 .000 .000 ,00  

1 6 2 . 7 7 0 . 7 5 5 . 0 3 3 , 0 0  
[ 7 1 8 3 . 6 1 0 . 2 8 2, 0 0 ]  

1 4 5 . 5 8 7 . 1 4 4 . 7 5 1 , 0 0  

Rp. 
Rp .  
Rp. 

2 .  Dana Perimbangan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  pada huruf (b) terdiri 
dari: 
a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak 

- Semula 
- Ber tam bah/ (Berkurang) 
- Jumlah Bagi basil pajak dan Bukan Pajak 

sete lah perubahan 

b. Dana Alokas i  Umum 
- Semula 
- Bertam bah/ (Berkurang) 
- Jumlah Dana Alokasi Umum 

setelah perubahan 

c.  Dana A lokas i Khusus 
- Semula 
- Bertam bah/ (Berkurang) 
- Jumlah Dana Alokasi Khusus 

sete lah peru bah an 

Rp.  
RD 
Rp.  

Rp.  
RD .  

Rp .  

8 3 7 . 0 4 5 . 5 2 1 . 0 0 0 , 0 0  
[ 7 7 8 3 2 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0  
7 5 9 . 2 1 2 . 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0  

2 8 8 . 5 7 7 . 9 5 5 . 0 0 0 , 0 0  
[ 5 , 5 9 3 4 1 1 0 0 0 ,0 0 ]  
242 .984 .544 .000 ,00  

3 .  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang d imaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  
pada huruf (c) terdiri dari : 
a. Pendapatan hibah 

- Semula Rp .  7 3 . 3 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
-  Bertambah/(Berkurang) Rn. 12.111.500.000. 

- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 85.469 .500 .000 ,00  

b .  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1 9 . 8 2 6. 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0  
1 3 . 6 2 8 . 5 8 8 . 0 0 0 0 Q  
3 3 .4 5 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0  Rp .  

Rp.  
RD.  

Semula Rp .  8 3 . 3 7 5 . 8 9 0 . 0 6 8 , 0 0  
Bertambah/(Berkurang) RD. 4.834.497.275.0 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro nsi Rp. 8 8 . 2 1 0 . 3 8 7 . 3 4 3 , 0 0  

danPemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan 

c.  Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 
-  Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonom i  

Khusus setelah perubahan 

d .  Bantuan keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
- Semula - ­  
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e .  Dana Desa 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Dana Desa setelah perubahan 

4 .  Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam 
terdiri dari : 
a. Belanja Pegawai 

- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 

b. Belanja Bunga 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Belanja su bsidi setelah peru bah an 

c .  Belanja subsidi 
-  Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Belanja subsidi setelah pe r u b a h a n  

d .  Belanja hibah 
-  S e m u l a  
-  B e r t a m ba h /  (Berkurang) 
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan 

e .  Belanja Bantuan Sosial 
-  S e m u l a  
-  B e r t a m b a h /  (Berkurang)  
-  J u m l a h  Belanja Bantuan  S o s ia l  

setelah perubahan  

f. B e l a n j a  Bagi H a s i l  K e p a d a  P r o v i n s i / K a b u p a t e n / K o r a  dan P e m e r i n t a h  D e s a  
S e m u l a  R p .  0 ,00 
B e r t a m b a h / ( B e r k u r a n g )  Rn. 55@l.50+.0300,0 
J u m l a h  B e l a n j a  Bagi H a s i l  kepada Rp .  6 . 5 3 1 . 5 0 4  300 ,00  
P r o v i n s i / K a b u p a t e n / K o t a  d a n  P e m e r i n t a h  D e s  
setelah perubahan 

g .  B e l a n j a  b a n t u a n  keuangan kepada Prov ins i /Kabupaten/ 
Desa 
- Semula Rp .  3 5 8 . 9 1 8 . 7 3 2 . 4 0 0 , 0 0  

-  Bertambah/(Berkurang) RD. (I4.296.135.000 
- Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Rp. 344 .622 .597 .400 ,00  

Prov ins i/Kabupaten/Kota  dan Pemer intahan Desa 
setelah perubahan 

h .  Belanja tidak terduga 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- J 1 m l g l  I o l a + i .  + 1 1 -  -.--1­  

Rp. 24 7 . 8 1 3 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0  
RD [ 3 . 2 9 6 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0  
Rp .  2 4 4 . 5 1 7 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0  

Pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) 

Rp .  6 7 1 . 8 5 7  .636 .644 ,00 
RD [ 25 . 868 .359 ,399 ,00 
R p .  645 .989 .277 .245 ,00  

Rp .  8 .000 .000 .000 ,00  
R D .  ( 1 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )  
Rp .  6 .700 .000 . 000 ,00  

Rp .  1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
RD 0 .00 
Rp.  1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0  

Rp. 7 1 .4 1 1 .4 6 0 .  750 ,00 
R D .  9 .544 .800 .000 .00  
Rp .  80 .956 .260 . 750 ,00  

Rp. 1 . 225 . 000 .000 ,00  
RD. [ 1 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
R p .  0 ,00 

Kota dan Pemerintahan 

Rp .  1 . 000 .000 .000 ,00  
RD. 8.950.000.000 .00 
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b .  Belanja barang/ jasa 
- Semula 

- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Belanja barang/jasa setelah 

perubahan 

c .  Belanja modal 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan 

Rp .  
Rp.  
Rp .  

Rp .  
Rp. 
Rp.  

4 0 8 . 6 8 5 . 8 7 8 . 1 6 5 , 0 0  
[ 4 1 6 4 4 2 0 . 7 0 0 , 0 0 ]  

4 0 4 . 5 2 1 . 4 5 7 . 4 6 5 , 0 0  

2 9 1 . 2 2 7 . 8 4 7  . 3 1 2 , 0 0  
6 1 . 6 2 0 . 6 3 2 . 5 5 5 . 0 0  

3 5 2 . 8 4 8 . 4 7 0 . 8 6 7 , 0 0  

6 .  Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada huruf 
(a) terdiri dari : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

- Semula Rp.  245 .000 .000 ,00  
-  Bertambah/(Berkurang) RD. 19.126.720.045, 
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggar. Rp .  1 9 . 3 7 1 . 7 2 0 . 0 4 5 , 9 4  

Tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 

2 . 5 4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 9 4  

2 . 5 4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
0  94 

Rp .  

Rp .  
RD.  

7 .  Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  pada huruf 
(b) terdiri dari : 
a. Penyertaan modal ( Investasi) Pemerintah Daerah 

- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Penyertaan modal ( Investas i )  
Pemerintah Daerah setelah perubah an 

b .  Pembayaran Pokok Utang 
- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah 

perubahan 

Rp. 
Rp.  

Rp. 

4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(  l  9 .850 .000 .000 ,00 )  
2 9 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

Pasal 5 
Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 
1 n 1 .  

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ,  tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ,  terdiri dari : 

1 .  Lampiran 

2 .  Lampiran I I  

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi .  

3 .  Lampiran III Daftar Dana H ibah .  

4 .  Lampiran IV Daftar Dana Bantuan Sosial .  

Lampiran V Rekapitulas i Be lan ja  Daerah men [ m e n 1  D + e v s + t e l  

D .  



1 0  

Daftar Piutang Daerah. 

Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Daerah. 

Daftar perkiraan penam bah an dan pengurangan aset lainnya. 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini .  

1 2 .  Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah .  

1 3 .  Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.  

c  

8 .  Lampiran VIII 

9 .  Lampiran IX 

1 0 .  Lampiran X 

1 1 .  Lampiran XI 

BAE I I  

KETENTUAN LAIN -  LAIN 

Pasa! 7 

Pelaksanaan Penjabaran yang d i te tapkan dalam Peraturan Bupati  ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan Ketcntuan Peraturan Perunclang-undangan .  

BAB I V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur .  

D 

Ditetapkan d i  Martapura 
' pada tanggal ;4 c;ip.tn,if�r 2020 r BUPATI OGAN KO, ERING ULU TIMUR, 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 1 pk&or 2020 

SEKRETARIS DAERAH · � l KABUPATEN OG AN KOMERING ULU TIMUR,  


